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Abstrak

Akuntabilitas  merupakan hal yang penting dan lumrah dituntut oleh organisasi pada karyawannya,
karena membuat karyawan bertanggung jawab pada pekerjaannya. Akuntabilitas penting agar karyawan
mengerjakan tugasnya dengan optimal, namun masih minim penelitian anteseden organisasional
akuntabilitas karyawan (Pearson & Sutherland, 2017), terutama anteseden budaya organisasi dan
kepercayaan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui peran budaya kolaboratif dan kepercayaan afektif
dalam menjelaskan hubungan kepemimpinan etis dan akuntabilitas karyawan. Alat ukur penelitian ini
adalah skala kepemimpinan etis (2005), skala budaya kolaboratif (2004), skala kepercayaan afektif
(2010), dan skala akuntabilitas karyawan (2003). Responden penelitian ini adalah 107 karyawan dari
suatu organisasi pendidikan di Sumatera Utara. Pengolahan data dilakukan dengan SPSS PROCESS
Hayes model 5. Hasil menunjukkan bahwa budaya kolaboratif dapat memediasi secara penuh hubungan
kepemimpinan etis dan akuntabilitas karyawan. Selain itu kepercayaan afektif dapat menjadi moderator
antara kepemimpinan etis dan akuntabilitas karyawan. Sebagai implikasi organisasi perusahaan baiknya
menguatkan kualitas pemimpin etis, pemimpin memperkuat penerapan budaya kolaboratif dan
membangun kepercayaan afektif dengan karyawannya, sehingga dapat membentuk rasa akuntabilitas
karyawan dengan optimal.

Kata kunci: budaya kolaboratif, akuntabilitas karyawan, kepemimpinan etis, kepercayaan afektif

Abstract

Employee accountability is perception that employee’s action would be evaluated and that evaluation
will cause a reward or sanction. Employee accountability is an important thing and it is normal for
organization to demand accountability from their employees because it wil makes employees responsible
for their job. Accountability is important for employee in order to do their job optimally, but there are
still limited studies about organizational antecedent of accountability (Pearson & Sutherland, 2017),
especially organizational culture and trust. This study aims to identify collaborative culture and affective
trust roles to explain the relationship between ethical leadership and employee accountability. The
measurements for this research are ethical leadership scale (2005), collaborative culture scale (2004),
affective trust (2010), and felt accountability scale (2003). Respondents of this research is 107 employees
from educational organization in North Sumatera. Data analysed by SPSS PROCESS Hayes model 5.
Result shows that collaborative culture can fully mediated ethical leadership and employee
accountability relationship. Additionally, affective trust could moderate ethical leadership and felt
accountability relationship. As an organizational implication, organization should reinforce the quality
of ethical leaders, leaders should also build stronger collaborative culture and build a sense of affective
trust with their employee, so employee accountability could be shaped optimally.

Keywords: collaborative culture, accountability, ethical leadership, affective trust

PENDAHULUAN Indonesia meraih nilai 38 dari 100 poin, dan berada
Transparency International merilis Indeks di peringkat 96 dari total 180 negara (Wibowo,
Persepsi Korupsi 2021 yang menyatakan bahwa 2022). Indeks Persepsi Korupsi adalah survei
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mengenai persepsi korupsi yang terjadi di suatu
negara menurut opini masyarakat. Hasil ini
menunjukkan bahwa opini mengenai terjadinya
korupsi di Indonesia masih terbilang relatif tinggi jika
dibandingkan dengan negara lain.

Salah satu hal yang penting dalam penang-anan
korupsi  adalah  akuntabilitas  (Transparency
International, 2022). Akuntabilitas berperan sebagai
perekat sistem sosial karena membantu individu
bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang
dilakukannya, sehingga sistem sosial dan keteraturan
dapat terwujud (Frink & Klimoski, 2004; Hall dkk.,
2004). Maka dari itu, akuntabilitas merupakan hal
yang mendasar dan penting dilaksanakan dalam
masyarakat dan  organisasi, karena tanpa
akuntabilitas individu dapat bertindak tanpa
memikirkan akibat perbuatannya kepada orang lain
(Hall, Frink, & Buckley, 2015).

Definisi  akuntabilitas  karyawan adalah
ekspektasi implisit atau eksplisit bahwa keputusan
atau tindakan yang diambil akan dievaluasi oleh para
audiens penting, dengan keyakinan bahwa terdapat
potensi untuk menerima penghargaan atau sanksi
atas evaluasi yang tersebut (Hall & Ferris, 2011).
Secara sederhana akuntabilitas pegawai adalah
persepsi bahwa tindakan individu akan diawasi dan
pengawasan tersebut akan menghasilkan sanksi atau
penghargaan tergantung pada kualitas tindakan yang
dilakukan individu. Akuntabilitas kerap dikaitkan
dengan tanggung jawab, namun perbedaan keduanya
adalah penekanan pada pihak lain sebagai audiens
atau pengamat yang melakukan pengawasan pada
karyawan. Persepsi adanya penghargaan atau sanksi
berdasarkan pengamatan audiens menjadi hal yang
penting pada konsep akuntabilitas karyawan.

Telah banyak penelitian mengenai faktor
internal dan faktor eksternal akuntabilitas. Penelitian
faktor internal akuntabilitas telah membahas
mengenai affect trait (Dewi & Riantoputra, 2019),
kepuasan kerja (Hochwarter, Ellen. B. P., & Ferris,
2014), gaya atribusi dan core-self-evaluation (Brees
dkk., 2020), serta psychological entitlement (Laird,
Harvey, & Lancaster, 2015). Sedangkan penelitian

faktor eksternal telah meneliti  mengenai
psychological empowerment climate (Wallace,
Johnson, Mathe, & Paul, 2011), kepemimpinan
transformasional (Chen, Hsi, Yuan, Cheng, &
Seifert, 2016), budaya organisasi (Park, 2018),
pengawasan manajerial (Mero, Guidice, & Werner,
2014), pemaknaan dukungan sosial juga struktur
organisasi (Dewi & Riantoputra, 2019), reporting
practices beserta penerapan sanksi juga penghargaan
(Schillemans dkk., 2020) dan peran manajer (Brees
& Ellen, 2022). Penelitian mengenai konsekuensi
akuntabilitas pun terbilang luas, yaitu mencakup
kepuasan kerja (Wikhamn & Hall, 2014),
akuntabilitas sebagai tekanan pada sumber daya
individu (Zellars, Hochwarter, Lanivich, Perrewé, &
Ferris, 2011), turnover intention (Brees dkk., 2020),
performa (Wallace dkk., 2011), job tension
(Hochwarter dkk., 2014), perilaku orientasi tim
(Giessner, van Knippenberg, van Ginkel, & Sleebos,
2013), dan mood depresi (Laird, Perryman,
Hochwarter, Ferris, & Zinko, 2009). Meskipun
penelitian mengenai anteseden akuntabilitas telah
dilakukan, namun menurut Pearson dan Sutherland
(2017) juga Hall dkk. (2015), penelitian mengenai
faktor organisasional terhadap akuntabilitas masih
sangat minim dan butuh untuk diperdalam. Maka
dari itu masih terbuka area pengembangan riset
mengenai kepemimpinan etis dan budaya organisasi
sebagai anteseden akuntabilitas karyawan.
Pentingnya faktor organisasional, terutama
budaya organisasi, dapat dilihat dari beberapa
kontroversi Uber di Amerika. Pada 2017, Uber
tersangkut beberapa kasus (Agung, 2017). Pertama,
Uber diduga memiliki budaya seksis yang memicu
terjadinya pelecehan seksual dan diskriminasi
gender. Setelah terungkapnya kasus pelecehan
seksual, salah satu direksi Uber melontarkan candaan
seksis yang mengakibatkan direksi tersebut meminta
maaf dan mengundurkan diri. Kedua, Uber diduga
memiliki budaya kerja yang menghalalkan segala
cara untuk bersaing dengan perusahaan lain. Uber
diduga mencuri rahasia produk dan memata-matai
saingannya, yaitu Google dan Lyft. Kedua kasus ini
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menimbulkan citra buruk Uber dan para investor
meminta direksi Uber melakukan perombakan
manajemen di Uber. Dari kasus Uber dapat dilihat
bahwa faktor budaya organisasi dapat membawa
dampak yang signifikan karena budaya organisasi
dapat menjadi identitas dan menjadi panduan
anggota organisasi dalam berperilaku (Schein &
Schein, 2017).

Pentingnya faktor organisasional sebagai
anteseden akuntabilitas karyawan sejalan dengan
penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Tetlock
(1992) berargumen bahwa sistem sekitar dan
lingkungan sosial berpengaruh pada akuntabilitas
karena pada dasarnya manusia ingin menciptakan
dan menjaga citra baik dirinya di mata lingkungan
sosial. Bersikap akuntabel membantu menciptakan
citra yang baik ketika akuntabilitas menjadi nilai
universal yang harus diterapkan dalam lingkungan
sosial. Selain itu, Frink dkk. (2008) dalam teori meso
level accountability berargumen bahwa pemaknaan
individu terhadap akuntabilitas berbeda-beda ter-
gantung pada Karakteristik organisasi atau sistem
organisasi. Dengan kata lain faktor lingkungan dan
sistem organisasi menjadi suatu standar atau
mekanisme kontrol yang mempengaruhi persepsi
karyawan terhadap akuntabilitas yang harus
diterapkan. Pearson dan Sutherland (2017) juga
berargumen bahwa pemimpin dapat mengomuni-
kasikan dan menerapkan budaya organisasi untuk
memberi sinyal bahwa akuntabilitas adalah hal yang
seharusnya dilakukan. Pentingnya faktor organisa-
sional juga diperkuat oleh Dewi dan Riantoputra
(2019) yang menyatakan akuntabilitas dihasilkan
dari interpretasi karyawan atas fitur sosial organisasi,
maka dari itu budaya organisasi penting untuk
mempengaruhi interpretasi  karyawan terhadap
akuntabilitas. ~ Schillemans dkk. (2020) juga
berpendapat bahwa perbedaan sistem akan
menyebabkan perbedaan akuntabilitas. Kesamaan
argumen-argumen di atas adalah budaya organisasi
dianggap sebagai suatu konteks, standar dan
memberi sinyal pada karyawan bahwa akuntabilitas
adalah nilai yang penting untuk diterapkan. Budaya
organisasi adalah asumsi dasar, nilai dan
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kepercayaan bersama yang mengkarakterisasikan
sebuah setting (Schneider, Ehrhart, & MacEy, 2013).
Menurut Wikhamn dan Hall (2014) konteks sosial
penting untuk akuntabilitas karyawan, maka dari itu
peran budaya organisasi sebagai jembatan terhadap
akuntabilitas penting untuk didalami.

Penelitian ini akan berfokus mendalami budaya
kolaboratif. Budaya kolaboratif dikarakterisasi oleh
visi perubahan jangka panjang, komunikasi, rasa
percaya dan respek pada semua individu, kerja tim,
pemberdayaan, toleransi ambiguitas, mengambil
resiko, dan penghargaan akan keberagaman (Pérez
Lopez, Manuel Montes Pedn, & José Vazquez
Ordas, 2004). Budaya kolaboratif dipilih karena
penekanannya terhadap penghargaan usaha dan
opini  karyawan. Menurut penelitian Dewi dan
Riantoputra (2019) pemaknaan karyawan terhadap
dukungan  organisasi  berpengaruh  terhadap
akuntabilitas karyawan. Penelitian ini menduga
hubungan pemimpin dengan akuntabilitas karyawan
membutuhkan budaya kolaboratif sebagai mediator.
Hubungan pemimpin dan akuntabilitas karyawan
membutuhkan jembatan karena dalam organisasi
bukan hanya peran pemimpin yang dapat
mempengaruhi karyawan, namun budaya organisasi
juga berperan sebagai konteks dan sinyal yang
mendorong sikap seperti apa yang harus terbentuk
pada karyawan sebagai anggota organisasi
Pemimpin mendorong terjadinya akuntabilitas
melalui gaya kepemimpinannya secara pribadi.
Selain itu pemimpin sebagai anggota organisasi juga
harus mendorong penerapan budaya organisasi agar
karyawannya berperilaku sesuai budaya organisasi
yang telah ditetapkan. Secara spesifik, budaya
kolaboratif juga diduga memicu resiprokalitas dalam
hubungan pemimpin dan Kkaryawan, karena
menekankan pada penghargaan karyawan. Hal ini
diduga memicu karyawan berperilaku akuntabel
untuk membalas perlakuan baik yang telah dilakukan
pemimpin dan organisasi padanya.

Menurut model sistem akuntabilitas yang
dibuat oleh Pearson dan Sutherland (2017), budaya
organisasi dan pemimpin dapat mempengaruhi
akuntabilitas karyawan. Dari beberapa gaya
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kepemimpinan yang ada, kepemimpinan etis akan
didalami pada penelitian ini. Kepemimpinan etis
adalah kepemimpinan yang menunjukkan perilaku
normatif melalui tindakan personal, hubungan
interpersonal, dan mempromosikan  perilaku
normatif kepada pengikut melalui komunikasi dua
arah, penguatan dan pembuatan keputusan (Brown,
Trevifio, & Harrison, 2005). Pentingnya kepemim-
pinan terutama kepemimpinan etis dapat dilihat dari
kasus penggunaan antigen bekas bandara
Kualanamu. Pegawai Kimia Farma mengaku
diarahkan oleh atasannya untuk mencuci alat swab
dengan alkohol, menggunakannya kembali dan
mengetikkan hasil non reaktif (Fatoni, 2021).
Ketidaketisan atasan pada akhirnya memberi
pengaruh buruk pada karyawan, citra organisasi dan
terlebih pada konsumen. Berdasarkan kasus ini,
kepemimpinan etis menjadi sangat penting untuk
diterapkan dalam organisasi. Signifikansi pengaruh
pemimpin kepada akuntabilitas karyawan didukung
oleh penelitian Septiandari dkk. (2021), Wikhamn
dan Hall (2014) serta Mero dkk. (2012) yang
menunjukkan bahwa pemimpin dapat memengaruhi
akuntabilitas karyawan, terutama atasan langsung
karyawan. Jika membandingkan kepemimpinan etis
dan gaya kepemimpinan lain, kepemimpinan etis
dipilih karena dapat mencakup kepemimpinan
transformasional  dan  transaksional, namun
sebaliknya kepemimpinan transformasional dan
transaksional belum tentu mencakup kepemimpinan
etis (Brown dkk., 2005).

Berdasarkan penelitian Brown dkk. (2005),
kepemimpinan  etis  dapat  mempengaruhi
akuntabilitas karyawan melalui ekspektasi karyawan
bahwa pemimpin yang etis mengharapkan karyawan
melakukan perbuatan etis, melakukan komunikasi
terbuka dan adanya pemberdayaan pemimpin
terhadap karyawan. Gaya kepemimpinan etis
dianggap akan turut mempengaruhi dan memberikan
contoh kepada karyawan dalam bertindak sesuai
norma (Steinbauer, Renn, Taylor, & Njoroge, 2014),
di mana akuntabilitas sebagai norma atau bagian dari
perilaku etis. Kepemimpinan etis akan memancing

tindakan yang etis juga dari karyawan, karena
karyawan telah diperlakukan secara etis (Hassan
dkk., 2013). Kepemimpinan etis menerapkan sistem
penghargaan, sehingga karyawan dituntut untuk
bersikap akuntabel terhadap keputusan yang diambil
(Brown dkk., 2005). Pemberian penghargaan pada
kepemimpinan etis sangat sejalan dengan definisi
akuntabilitas yang menekankan ekspektasi mengenai
penghargaan atau hukuman. Pemimpin dengan
perilaku kepemimpinan etis menjalankan komu-
nikasi terbuka dengan mendiskusikan etika dan
mendengarkan masukan dari karyawan (Brown dkk.,
2005). Adanya komunikasi terbuka mengenai
standar etika, dan adanya ekspektasi mengenai
penghargaan ataupun hukuman oleh pemimpin, akan
mempengaruhi akuntabilitas karyawan (White dan
Rezania, 2019). Pemimpin yang bersikap etis
mendukung dan mendorong karyawan untuk
memprioritaskan hal etis yang pada akhirnya
menuntun pada keputusan dan perilaku etis (Ko, Ma,
Bartnik, Haney, & Kang, 2018)

Selain budaya organisasi dan kepemimpinan
etis, akuntabilitas juga dapat dipengaruhi faktor rasa
percaya (Hall dkk., 2015; Pearson & Sutherland,
2017; Romzek, Leroux, & Blackmar, 2012). Hal ini
sesuai dengan arahan penelitian Septiandari dkk.
(2021), bahwa rasa percaya karyawan pada
pemimpin dapat mempengaruhi  akuntabilitas
karyawan. Trust in supervisor adalah keadaan
psikologis yang dapat dilihat melalui kerelaan
subordinat mengambil resiko berdasarkan harapan
positif  terhadap intensi  supervisor (Samian,
Riantoputra, & Budihardjo, 2020). Penelitian ini
akan berfokus pada rasa percaya secara afektif pada
atasan. Rasa percaya afektif adalah ikatan emosional
antara individu yang didasarkan pada kepedulian
tulus dan perhatian pada kesejahteraan individu lain
(Liborius & Kiewitz, 2022; McAllister, 1995). Rasa
percaya secara afektif dapat mempengaruhi
persepsi karyawan mengenai pemimpin (Yang &
Mossholder, 2010). Rasa percaya yang ditimbulkan
secara afektif berhubungan dengan elemen sosio-
emosional dalam interaksi personal (Dirks dan
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Ferrin, 2002) dan menimbulkan atmosfer sosial
yang aman yang dapat memfasilitasi interaksi dan
kohesi.

Rasa percaya adalah kunci dari hubungan
kepemimpinan dan karyawan yang resiprokal,
terutama dalam kerangka teori pertukaran sosial, di
mana keyakinan pada pihak lain menjadi hal yang
vital. Hal ini dikuatkan penelitian Samian dkk.
(2020) yang menyatakan bahwa rasa percaya afektif
dapat menjadi moderator hubungan pemimpin dan
perilaku karyawan. Penelitian ini berargumen bahwa
ketika karyawan mempercayai pemimpin secara
afektif, maka akuntabilitas akan lebih kuat, Rasa
percaya afektif diduga dapat memperkuat perilaku
akuntabilitas  karena  pemimpin  etis  telah
mengkomunikasikan bahwa akuntabilitas adalah
perilaku yang diharapkan pemimpin. Ketika
karyawan mempercayai pemimpin, muncul atmosfer
aman dan nyaman juga lebih kuatnya kerelaan
bertindak akuntabel sesuai harapan pemimpin.

Hubungan  kepemimpinan etis, budaya
kolaboratif, rasa percaya afektif dan akuntabilitas
akan dijelaskan Social Exchange Theory atau Teori
Pertukaran Sosial (Blau, 1964; Choi dkk., 2019).
Social Exchange Theory (SET) menjelaskan
tindakan sukarela individu yang dipicu oleh
ekspektasi untuk membalas tindakan yang telah
dilakukan pihak lain (Blau, 1964). Interaksi memicu
pihak lain untuk melakukan perilaku yang
menghasilkan keuntungan untuk kedua belah pihak
(Zoller & Muldoon, 2018). SET sangat berkaitan
dengan kewajiban pribadi dan keyakinan pada pihak
lainnya, di mana salah satu prinsip teori pertukaran
sosial adalah resiprokalitas. Komponen penting
dalam resiprokalitas adalah rasa percaya (Samian
dkk., 2020).

Berdasarkan teori SET, karyawan akan
berperilaku akuntabel sebagai bentuk tindakan
sukarela individu untuk membalas atasannya yang
berperilaku etis dan membalas organisasinya yang
dengan budaya kolaboratif menciptakan atmosfer
penghargaan pada karyawan. Budaya kolaboratif
selain  berfungsi untuk menciptakan atmosfer
penghargaan, juga hadir untuk sebagai standar dan
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memberikan sinyal bahwa perilaku akuntabilitas
diharapkan dari para anggota organisasi. Sesuai
dengan segitiga akuntabilitas Schlenker dkk. (1994),
di mana elemen penting akuntabilitas yang
membedakannya dengan tanggung jawab adalah
aspek audiens yang memperhatikan tindakan aktor
akuntabilitas.  Akuntabilitas ~ sejalan  dengan
kepemimpinan etis dan budaya kolaboratif yang
membutuhkan pihak lain. Kepemimpinan etis dan
budaya kolaboratif menekankan pada komunikasi
dua arah, penghargaan atas satu sama lain dan
memberdayakan anggota. Kepemimpinan etis dan
budaya kolaboratif juga menekankan keberadaan
orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan
memberikan kepercayaan pada orang lain. Sikap
pemimpin etis yang adil, mempedulikan karyawan
dan berkomunikasi terbuka mengirimkan sinyal
bahwa pemimpin percaya pada karyawannya, dan
sinyal ini akan dibalas kembali oleh karyawan
dengan kepercayaan (Engelbrecht, Heine, &
Mahembe, 2017). Maka dari itu, di sisi hubungan
yang lain kepercayaan dapat memperkuat hubungan
pemimpin etis dan akuntabilitas karyawan karena
akuntabilitas adalah sebuah bentuk pertukaran sosial
yang dilakukan karyawan untuk membalas kembali
kebaikan pemimpin vyang bersifat etis dan
menghargai karyawan. Tujuan penelitian ini adalah
mengetahui apakah budaya kolaboratif dapat
memediasi hubungan kepemimpinan etis terhadap
akuntabilitas dan apakah kepercayaan afektif dapat
memoderasi hubungan langsung kepemimpinan etis
dan akuntabilitas karyawan.

Maka dari itu hipotesis penelitian ini adalah:
Hipotesis 1: Budaya kolaboratif dapat memediasi
hubungan kepemimpinan etis dan akuntabilitas
karyawan
Hipotesis 2: Rasa percaya afektif dapat memoderasi
hubungan kepemimpinan etis dan akuntabilitas
karyawan

METODE

Penelitian non-eksperimental ini dilakukan
dengan metode kuantitatif dan desain korelasional.
Teknik  pengambilan sampel  menggunakan
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convenience sampling atau accidental sampling
(Gravetter & Forzano, 2012). Responden adalah
karyawan organisasi X yang bergerak di sektor
pendidikan di Sumatera Utara, dengan Kkriteria
minimal satu tahun bekerja dengan atasan langsung.
Jumlah karyawan pada organisasi ini berjumlah
131 karyawan, namun jumlah responden yang
memenuhi Kriteria 107 responden Pengumpulan
data dilakukan dengan self-report melalui platform
Google Form. Tautan disebarkan secara internal
kepada seluruh karyawan. Semua responden telah
mengisi informed consent sebelum mengisi survei.

Kepemimpinan etis menggunakan alat ukur
dari Brown (2005) sebanyak 10 item dengan
reliabilitas a=.93. Contoh item kepemimpinan etis
adalah “Atasan saya memberikan contoh
bagaimana melakukan hal yang benar secara etika”.
Alat ukur budaya kolaboratif menggunakan alat
ukur dari Pérez Lépez dkk. (2004), terdiri atas
delapan item dengan reliabilitas o= .86. Contoh
itemnys adalah “Setiap kontribusi dan pendapat
sangat dihargai.” Alat ukur akuntabilitas diciptakan
oleh Hochwarter dkk. (2007) terdiri atas 8 item
dengan reliabilitas o= .73. Contoh itemnya adalah
“Saya bertanggung jawab atas tindakan saya di
tempat kerja”. Rasa percaya afektif pada supervisor

Tabel 1. Deskripsi Demografi Responden

diukur menggunakan 5 item oleh Yang dan
Mossholder (2010). dengan reliabilitas o= .95.
Contoh item pada kepercayaan afektif adalah “Saya
yakin bahwa saya dapat berbagi kesulitan pekerjaan
dengan atasan saya.”. Semua alat ukur
menggunakan skala likert dengan rentang skala 1-6
(1 = Sangat Tidak Setuju, 6 = Sangat Setuju). Data
diolah menggunakan teknik analisis Hayes
PROCESS Model 5 pada aplikasi SPSS.
Berdasarkan pilot study yang dilakukan pada 30
responden, seluruh alat ukur memiliki validitas dan
reliabilitas yang baik, baik untuk variabel
kepemimpinan etis (o = .82); budaya kolaboratif (o
= .87); kepercayaan afektif (o = .85); dan
akuntabilitas (o = .74). Menurut Kaplan &
Saccuzzo (2017) jika reliabilitas berada di atas 0.7,
maka dapat dikategorikan memiliki reliabilitas baik.

HASIL

Total responden yang dapat diolah dalam
penelitian ini adalah 107 responden. Responden
merupakan karyawan sebuah institusi pendidikan di
Sumatera Utara. Mayoritas responden adalah laki-
laki, selain itu kebanyakan responden berada dalam
usia 30-34 tahun dan sebagian besar telah bekerja 6-
10 tahun pada organisasi ini.

Variabel Kategori Jumlah Persentase
Gender Laki-laki 61 57%
Perempuan 35 32.7%
Memilih Tidak Menjawab 11 10.3%
Usia 23-29 tahun 27 25.2%
30-34 tahun 46 43%
35-53 tahun 34 31.8%
Masa Kerja 1-5 tahun 42 39.3%
6-10 tahun 56 52.3%
11-15 tahun 9 8.4%
Pendidikan Terakhir D3 4 4%
S1 56 52%
S2 47 44%

© 2022 PSIKODIMENSIA Kajian llmiah Psikologi, Volume 21, Nomor 2



180

Tabel 2. Korelasi Antar Variabel
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M SD 1 2 3 4 5 6
1.Usia 33.20 5.96 1
2.Jenis Kelamin - - 10 1
3.Kepemimpinan Etis 477 .85 -12 25 1
4.Budaya Kolaboratif 4.70 75 -.09 29" 82" 1
5. Kepercayaan Afektif 4.44 93 -14 17 86" 76 1
6. Akuntabilitas Karyawan 4.48 63 -12 15 50" 57" 517 1

Jenis kelamin: 1= perempuan; 2= laki=laki; *p < .05 ; **p <.01

Untuk menguji apakah terjadi common method
variance, Harman Single Factor Test dilakukan.
Hasil menunjukkan di bawah 50%, yaitu 44.58%.
Jika hasil menunjukkan di bawah 50%, maka
common method variance tidak terdeteksi
(Rodriguez-Ardura dan Meseguer-Artola, 2020).
Sehingga dalam penelitian ini, isu common method
variance telah diminimalisir.

Tabel 2 menunjukkan hubungan signifikan
yang positif antara berbagai variabel, yaitu
kepemimpinan etis dengan budaya kolaboratif (r =
82, p= <.01), budaya kolaboratif dengan
akuntabilitas karyawan (r = 57, p = <.01),
kepemimpinan etis dengan akuntabilitas karyawan (r
= 50; p = <.01) dan kepercayaan afektif dengan
akuntabilitas karyawan (r = .51, p = <.01).

Tabel 3. Tabel Korelasi Variabel Budaya Kolaboratif Sebagai Outcome

R-sq B SE t p LLCI ULCI
Variabel Kontrol
Usia .69 .00 .01 -12 91 -.01 01
Gender .69 A1 .06 1.73 .09 -.02 24
Variabel Independen
Kepemimpinan Etis .69 71 .05 13.97 .00 .61 81

Analisis Hayess PROCESS Model 5 dilakukan
dengan variabel kontrol usia dan gender. Tabel 3.
menunjukkan bahwa kepemimpinan etis memiliki
hubungan signifikan dengan budaya kolaboratif.
Tabel 4 menunjukkan bahwa hubungan langsung
kepemimpinan etis dengan akuntabilitas karyawan

tidak signifikan (B=.07; p =.61). Namun, jika dilihat
Tabel 5, dapat diketahui bahwa budaya kolaborasi
dapat memediasi secara penuh  hubungan
kepemimpinan etis dan akuntabilitas karyawan (=
0.14; LLCI=.04; ULCI=.58). Maka dari itu hipotesis
1 terbukti.

Tabel 4. Tabel Korelasi Variabel Akuntabilitas Sebagai Outcome

R-sq B SE t p LLCI ULCI
Variabel Kontrol
Usia .38 -01 .01 -.64 52 -.02 .01
Gender .38 .04 .08 A7 .64 -.12 .20
Variabel Independen
Kepemimpinan Etis .38 .07 14 .52 .61 -21 .36
Budaya Kolaboratif .38 .35 A2 2.90 .00 A1 .59
Kepercayaan Afektif .38 A7 A1 1.56 A2 -.05 .38
Kepercayaan Afektif x
Akuntabilitas .38 .09 .04 2.16 .03 .01 17
Karyawan

Tabel 5. Hubungan Tidak Langsung Melalui Budaya Kolaboratif
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Indirect Effect (Budaya Kolaboratif)

Effect BootSE

LLCI ULCI

34 14

.05 59

Pada tabel 4 dapat terlihat bahwa kepercayaan
afektif juga dapat memperkuat hubungan
kepemimpinan etis dan akuntabilitas karyawan (B=
.09; p < .05), yang menandakan bahwa hipotesis 2
terbukti. Hal ini juga ditekankan oleh grafik moderasi

(Figur 2). Terlihat bahwa tingginya kepercayaan
afektif dapat memperkuat hubungan kepemimpinan
etis dan akuntabilitas karyawan. Hasil analisis model
penelitian ini secara keseluruhan dapat dilihat pada
Figur 1

M

Kolaboratif w‘

Kepemimpinan

Akuntabilitas

Etis .07

Karyawan
T .09*

Kepercayaan
Afektif

Gambar 1 Hasil Model Penelitian Keseluruhan

DISKUSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
apakah hubungan kepemimpinan etis dan
akuntabilitas ~ karyawan  dimediasi  budaya
kolaboratif, serta apakah hubungan langsung
kepemimpinan  etis dimoderasi  kepercayaan
afektif.Hasil menunjukkan bahwa kepemimpinan
etis tidak berhubungan langsung signifikan dengan
akuntabilitas karyawan, namun budaya kolaboratif
memediasi secara penuh hubungan keduanya.
Dengan kata lain, budaya kolaboratif dapat
menjembatani hubungan pemimpin beretika dan

akuntabilitas  karyawannya. Menurut  model
akuntabilitas oleh Pearson dan Sutherland (2017),
akuntabilitas dapat diciptakan dari kepemimpinan
melalui budaya kepada karyawan. Budaya
kolaboratif =~ dapat menjadi mediator karena
merupakan norma sosial yang berlaku di antara
hubungan pemimpin dan karyawan. Tidak cukup
hanya memiliki pemimpin yang etis, namun
pemimpin tersebut juga harus mendorong penerapan
budaya kolaboratif sebagai sinyal dan bentuk
penghargaan sehingga karyawan merasa berarti dan
tercipta akuntabilitas karyawan.

” 480
S < = == Kepercayaan Afektif
= g 460 Rendah
S B a0 " L eeesseececcc®’ °° .
€ ?440 B PP Kepercayaan Afektif
2 X 420 TT s -- Sedang
< - _
Rendah Sedang Tinggi Kepercayaan Afektif
Kepemimpinan Etis Tinggi

Gambar 2 Grafik Moderasi
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Dalam segitiga akuntabilitas oleh Schlenker
dkk. (1994) terdapat salah satu aspek yang
dinamakan “prescriptions” atau sebuah standar yang
harus dituruti oleh aktor akuntabilitas atau karyawan.
Prescriptions ini dapat ditekankan melalui budaya
organisasi. Sejalan dengan teori meso-level (Frink
dkk., 2008) dan model penerapan akuntabilitas
(Brees & Ellen, 2022) akuntabilitas membutuhkan
faktor  organisasional yang  mempengaruhi
akuntabilitas karyawan melalui beberapa cara.
Pertama faktor organisasional membangun asumsi
bersama, yang dapat mempengaruhi anggota
organisasi, sehingga sesama karyawan memiliki
asumsi Bersama bahwa akuntabilitas adalah hal yang
dituntut organisasi melalui budaya organisasi dan
pemimpin. Secara sederhana, budaya organisasi
mengirimkan sinyal bahwa akuntabilitas adalah nilai
yang harus dilaksanakan. Kedua, budaya organisasi
diturunkan menjadi suatu sistem organisasi yang
pada akhirnya menuntut karyawan berperilaku
akuntabel melalui mekanisme yang diciptakan
organisasi. Hal ini dapat dilakukan melalui
penerapan mekanisme Kkontrol seperti penilaian
karyawan berkala. Ketiga, budaya kolaborasi secara
spesifik juga mengirimkan sinyal bahwa organisasi
mempedulikan karyawan, sehingga menimbulkan
resiprokalitas karyawan untuk juga peduli dengan
organisasi dengan berperilaku akuntabel.

Maka dari itu budaya kolaboratif dapat
menjembatani  hubungan pemimpin etis dan
akuntabilitas karyawan. Hasil riset ini sejalan dengan
riset lainnya yang menyatakan bahwa karyawan akan
berlaku positif jika merasa mendapat dukungan dari
organisasi, dalam hal ini rasa penghargaan dirasakan
melalui budaya kolaboratif. Beberapa riset lainnya
(Dewi & Riantoputra, 2019; Septiandari dkk., 2021;
Wikhamn & Hall, 2014) juga menyatakan bahwa
akuntabilitas adalah sebagai bentuk timbal balik yang
dilakukan karyawan. Meskipun begitu, hasil riset ini
berbeda dengan penelitian sebelumnya yang
menyatakan bahwa kepemimpinan etis memiliki
hubungan langsung signifikan dengan akuntabilitas
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karyawan (Steinbauer dkk., 2014; White & Rezania,
2019). Terdapat perbedaan latar belakang responden
jika dibandingkan dengan penelitian Steinbauer dkk.
(2014) serta White dan Renzanie (2019).

Responden penelitian Steinbauer dkk. (2014)
adalah pasangan mentor dan anak didik dari institut
pendidikan kepemimpinan. Pasangan mentor dan
mentee telah berinteraksi selama delapan bulan dan
dihubungkan dalam program yang memiliki tema
utama “value”. Sedangkan responden penelitian
White & Rezania (2019) adalah mahasiswa yang
menjadi atlet dalam tim universitas. Penelitian
tersebut berfokus pada hubungan atlet dan pelatih,
serta bagaimana kepemimpinan pelatih mereka.
Dapat disimpulkan bahwa kedua penelitian
sebelumnya memiliki latar belakang organisasi yang
berbeda dengan responden penelitian yang datang
dari organisasi pendidikan dan merupakan
karyawan. Hal ini diduga dapat berpengaruh pada
hasil penelitian ini. Kedua penelitian sebelumnya
bukanlah karyawan yang bekerja di sebuah
organisasi dengan struktur dan budaya organisasi
yang rigid. Budaya organisasi penting sebagai
asumsi dasar, nilai dan kepercayaan bersama yang
mengkarakterisasikan sebuah setting (Schneider
dkk., 2013). Diduga pada kedua penelitian
sebelumnya, kepemimpinan etis dapat berhubungan
langsung dengan akuntabilitas karena memang tidak
ada budaya atau struktur organisasi yang rigid
sebagai  setting hubungan subordinat dan
pemimpinnya.

Hasil juga menunjukkan bahwa rasa percaya
secara afektif pada pemimpin, dapat memperkuat
tingkat akuntabilitas karyawan. Hasil riset ini
mengonfirmasi  arahan  penelitian  lanjutan
Septiandari dkk. (2021) yang menyatakan bahwa
akuntabilitas berpotensi berhubungan dengan rasa
percaya karyawan pada pemimpin. Selain itu sesuai
dengan hasil penelitian Liborius & Kiewitz (2022)
dan Zhu dkk. (2013) bahwa kepercayaan afektif
membantu terciptanya perilaku dan sikap positif
karyawan. Hal ini dijelaskan oleh kerangka SET di
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mana menekankan adanya resprokalitas agar
terjadinya pertukaran dalam suatu hubungan. Prinsip
SET adalah satu pihak membalas pihak lain dengan
menukarkan sumber daya yang dimiliki, dan
resiprokalitas ini dipengaruhi oleh kualitas hubungan
aktor dan target, atau dalam hal ini pemimpin dan
karyawan, serta hubungan organisasi dan karyawan.
Kepercayaan afektif adalah salah satu bentuk
resiprokalitas yang memperkuat hubungan karyawan
dan pemimpin. Kepercayaan afektif membantu
menguatkan persepsi karyawan bahwa pemimpin
peduli pada karyawan, maka dari itu karyawan
berusaha melakukan timbal balik dengan
memberikan sikap dan perilaku positif. Sedangkan
budaya kolaboratif adalah suatu konteks sosial yang
memperkuat sinyal bahwa organisasi mempedulikan
karyawan.

Implikasi manajerial dari riset ini adalah
menekankan pentingnya kepemimpinan etis, budaya
kolaboratif dan kepercayaan afektif untuk
meningkatkan akuntabilitas karyawan. Maka dari itu,
perusahaan dapat mendorong lahirmya sosok
pemimpin etis dalam organisasi. Hal ini dapat
dilakukan dari awal proses rekrutmen namun juga
dapat dilakukan dengan proses coaching internal.
Selain itu perlunya dilakukan penguatan budaya
kolaborasi dalam internal perusahaan. Hal ini dapat
dilakukan dengan membuat program perubahan atau
juga training secara internal. Terakhir pentingnya
pemimpin untuk menciptakan kepercayaan secara
afektif kepada karyawan. Rasa percaya afektif dapat
diciptakan pemimpin dengan tidak hanya
memperhatikan pekerjaan karyawan, namun juga
memperhatikan karyawan secara personal sehingga
terjadi hubungan yang kohesif.

Penelitian ke depannya dapat membandingkan
pengaruh kepercayaan afektif dan kepercayaan
kognitif pada akuntabilitas karyawan. Apakah
terdapat perbedaan hubungan antara kepercayaan
afektif dan kepercayaan kognitif jika dikaitkan
dengan  akuntabilitas  karyawan.  Mengingat
kepercayaan  kognitif  lebih  berfokus pada
kemampuan profesional pemimpin, sedangkan

kepercayaan afektif lebih menekankan pada
hubungan personal pemimpin dan karyawan, maka
hal ini menarik untuk diteliti ke depannya. Selain itu,
penelitian ke depannya dapat berfokus mengenai
hubungan kepemimpinan etis dan akuntabilitas
dengan konteks organisasi yang berbeda, karena
perbedaan latar belakang responden,
berkemungkinan untuk menciptakan perbedaan hasil

juga.

SIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa hubungan
kepemimpinan etis dan akuntabilitas dimediasi
penuh oleh budaya kolaboratif. Selain itu hubungan
kepemimpinan etis dan akuntabilitas juga dimoderasi
oleh kepercayaan afektif. Akuntabilitas dilaksanakan
sebagai bentuk membalas budi kepada pemimpin
dan organisasi yang telah memperlakukan karyawan
dengan baik melalui gaya kepemimpinan etis dan
budaya kolaboratif. Budaya kolaboratif juga
berperan penting mengirimkan sinyal bahwa
akuntabilitas adalah hal yang penting dilakukan
anggota organisasi. Penelitian ini dapat menjadi
catatan untuk organisasi agar membangun Sosok
pemimpin etis, melakukan penguatan budaya
kolaboratif, serta membangun kepercayaan afektif
terhadap karyawan.
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